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BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

DALAM UNDANG — UNDANG NO. 44 TAHUN 2008

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana pornografi dalam

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008

Dalam Surah An-Nur ayat 30 dan 31 tentang periniatuk
menahan pandangan dan kemaluan. Kaitannya dengsalainatindak
pidana pornografi adalah dilarang melihat apa-agragyberbau mesum
atau membangkitkan birahi (gambar-gambar porncganiggn-tayangan
porno, dan lain-lain) agar dapat memelihara kenmaldalam artian
menahan nafsu birahi supaya terhindar dari perbuata. Hukum Islam
sifatnya tegas meskipun hal-hal yang dilarang berselianggap kuno
dan ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai unaam Idiwajibkan untuk
mematuhinya demi kemaslahatan bersama

Adapun dalam Surah Al-Isra’ ayat 32 apabila dikaitkdengan
tindak pidana pornografi yaitu misalkan seseoraegyabarkan gambar-
gambar, tulisan-tulisan, dan hal-hal lainnya yarmgpad menimbulkan
nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya itnasaaja dengan telah

mendekati zina seperti apa yang termaksud dalan iayaContoh

! Marzuki Umar Sa’adatPerilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontempdreat
Islam,Yogyakarta: Ull Press, 2001, him. 23.
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konkritnya adalah apabila ada seseorang yang meilne Film (BF)
dimana dalam tayangan tersebut berisi tentang ae®dgan sex, maka
setelah melihat film porno tersebut yang terpikiehmya adalah
bagaimana merasakan dan melakukan seperti apatgiamgdilihatnya.
Hal itulah yang disebut mendekati zina. Intinya ysdraran gambar-
gambar atau tulisan atau apapun juga yang bemifatografi dilarang
karena mendekati zifia

Pada intinya dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 tersdfiutatas
merupakan anjuran untuk menutup aurat karena autapat
menimbulkan nafsu birahi. Apabila anjuran terseldifaksanakan
sepenuhnya pada saat sekarang ini, yakni menuttgd, anaka tidak
akan ada penyebaran gambar-gambar atau penayaagéa-wanita di
televisi yang berbaju seksi atau mengundang bitali.tersebut karena
gambarnya pada saat itu memakai jilbab yang menatwpt mereka,
maka tidak akan ada kesan/unsur pornografi dalayant@mn atau
gambar-gambar tersebut, sehingga tidak dimungkingnada tindak
pidana pornografi yang terjadi.

Hal yang terpenting dalam menyoroti tentang porafigdan
pornoaksi dan menjadi intinya dalam dunia Islamladamengenai
konsepaurat Dan inilah yang kemudian menjadi titik sentralata
pembahasan tentang pornografi dan pornoaksi daknspektif Islam.
Aurat berasal dari bahasa Arab yang secara literal becatah,

kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuauyzmdang buruk

2 |bid, him. 99.
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dari anggota tubuh manusia dan yang membuat midudipandand.
Dalam al-Qur'an lafaburat disebut empat kali, dua kali dalam bentuk
tunggalmufraddan dua kali dalam bentuk plujaimd. Bentuk tunggal

disebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 13 Allzerfirman:
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Artinya: Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mrekakbéa:
"Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempagimu,
Maka Kembalilah kamu". dan sebahagian dari merekatan
izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan akrk
"Sesungguhnya rumah-rumah Kami terbuka (tidak ada
penjaga)". dan rumah-rumah itu sekali-kali tidakrkteka,
mereka tidak lain hanya hendak lari. (Q.S. Al-Ah2afat 13)*

Kataaurat dalam surah al-Ahzab ayat®1@artikan oleh mayoritas
ulama tafsir dengan celah yang terbuka terhadapimadau celah yang

memungkinkan orang lain untuk menyerdn§edangkaraurat dalam

surah an-Nur 31 dan 58 diartikan sebagai sesuafyogen tubuh manusia

3 Muhammad bin Abi Bakar ar-RaMuhtar ash-shilhahHomes, Al-Irsyad, 1989, him.
345, Lihat pula Ibrahim Anis dklal-Mu’jam al WasithJuz 1l, him. 636.

* QS. Al-Ahzab ayat 13.

® Ayat tersebut berbicara mengenai beberapa oramg gaggan meninggalkan tempat
tinggal untuk berperang, karena merasa tempatdinggreka tidak aman untuk ditinggalkan.
Kata mereka adalah celah (aurat) yang memungkinkasuh untuk menyerang orang-orang
yang tinggal ditempat itu, sehingga mereka untoggal disitu untuk menjaga celah tersebut,
sehingga mereka perlu tinggal disitu untuk menfaah itu dan tidak perlu pergi berperang.

6 Al-Quthubi, al-Jami’'li-ahkam Al-Qur’an,Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘limiyah, 1993,
Juz X1V, him. 97-98.
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yang membuat malu jika dipandang, atau dipandangikbwntuk
diperlihatkan’

Fatwa MUI tersebft merupakan himbauan kepada masyarakat
mengenai tindak pidana pornografi seperti halnyangharamkan
penyebaran gambar-gambar yang bersifat membangkitkésu birahi
dan mengharamkan pula pihak-pihak menjadikan hasebagai suatu
pekerjaan. Diperhatikan pula disini bahwa Fatwa seieut
merekomendasikan bahwa pihak-pihak yang terkaitgaenmasalah
penyebaran pornografi segera ditindak dengan ketanhukum yang
berlaku. Maksud dari ketentuan hukum yang berlakimi tak lain
adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalanhpasa KUHP yang
menyangkut mengenai delik kesusilaan. Jadi diFsamiva tersebut secara
tidak langsung menunjuk pengertian bahwa pornogwdiah perbuatan
yang melanggar hukum positif di Indonesia yakni KRJldan harus
segera mungkin ditindak oleh aparat yang berwenang.

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Isdaalah bahwa
jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamigkn berbagai
sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutupbexpagai pintu

yang menuju ke arahnya.

" Al-Quthubi, al-Jami’li-ahkam Al-Qur'an, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘limiyah, 1993,
Juz XIlI, him. 157-201.

8 Majelis Ulama Indonesia Pusaeputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornogiaii Bornoaksi22 Agustus 2001.
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Para ahli ushul figih menetapkan kaidah: sesuatungya
mengantarkan kepada yang haram adalah haram. (YQaufhawi,
2000:56)°

Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang kpeataku
perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan diselaltagai faahisah
(perbuatan keji) dasya’a sabiila (jalan yang sangat buruk). Karenanya,
jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu iaajpengharamkan
segala pengantar dan perangsangnya. Dalam baha&3arAh, segala
yang dapat mendekatkan pada perzingagrgbuzzing maka hal itu
adalah larangan keras untuk dilakukan.

Tak bisa dipungkiri, pornografi adalah sesuatu yas@pat
mendekatkan seseorang pada perzinaan. la bisa dngrgsangsang
birahi yang sangat nyata. Beberapa survey yandgukitan dewasa ini
semakin membuat jelas, bahwa pornografi memang pakan
perangsang birahi yang sangat nyata.

Maka, dengan demikian pornografi dalam segala lkegty adalah
sesuatu yang terlarang (haram) dalam Islam. Keltargmornografi ini
sama kedudukannya dengan pengaharaman terhaddgkyp@erilaku
yang dapat menjadi pengantar dan perangsang kparaimaan lainnya
seperti,tabarruj (memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap

wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian, gsennj dan

® Badiatul muchlisin AstiRemaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas pornografi dad
Perspektif Islam), op.cithim.58.
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ucapan), berduaan dengan lawan jekimlva), lagu-lagu jorok dan lain
sebagainya.

Pornografi dan Pornoaksi adalah perbuatan yang abgrak
negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-atak perempuan
banyak yang telah menjadi korban, baik sebagaiaomrurni maupun
sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, parifoglan pornoaksi
dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Karenal R&4a Pasal 282,
Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undadg+dgn Hukum
Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun gaksi dan telah
menentukan hukumannya.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa KUHP mulai bkerldi
Indonesia sejak Januari Tahun 1917, tentu pada mbaspun sebab
ditentukannya pidana bagi pelaku pornografi dannpaksi adalah
karena adanya alasan bahwa pornografi dan pornaaksupakan
perbuatan yang merusak moral dan akhlak bangsal-Pasal yang
menentukan larangan pornoaksi dan pornografi kBedeukumannya
dimasukkan ke dalam Bab tentang Kejahatan terha€egusilaan.
Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadapupgnamoral
lainnya atau tindak pidana lainnya, misalnya peam pemerkosaan,
pelacuran, aborsi, pembunuhan, dan lainin.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4hun
2008 Tentang Pornografi pada Bab | Ketentuan UmasaPl Ayat I,

yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adatahbgr, sketsa,

101bid, him. 3.
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ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bea§, animasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan laimmsjalui berbagai
bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di anuknum, yang
memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang nggda norma
kesusilaan dalam masyarakat.

Asas-asas dan tujuan di undangkannya Undang-Urndanmr 44
Tahun 2008 tentang Pornografi perlu dimuatkan dddagian ini, karena
berdasarkan asas-asas dan tujuan-tujuan inilah se@marusnya terjabar
dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 20808
menentukan tindak pidana pornografi dan hukumarseyta peraturan-
peraturan lainnya, seperti peran pemerintah pusapdmerintah daerah,
peran masyarakat, perlindungan anak. Pemusnahaukpgmornografi,
dan lain-lain.

Adapun Tindak Pidana Pornografi yang diatur dalabh Nb. 44
tahun 2008 Bab Il mengenai “Larangan dan Pembdtd2asal 4, dan
Pasal 10, menyebutkan yaitu:

Pasal 4 yaitu;

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, merapggk,
menggandakan, meyebarluaskan, = menyiarkan  mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyayadtau

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahur@ZDéntang Kesejahteraan
Sosial,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44ufia2008 Tentang Pornografi,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun82(0@ntang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik InddaeNomor 40 Tahun 2008 Tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-agdRepublik Indonesia Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampaigyakarta: Bening, 2010, Cet. |, him. 62.
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a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang mengimpa

O

. Kekerasan seksual;

. Masturbasi atau onani;

(9]

o

. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan kgtalgan;

e. Alat kelamin; atau

f. Pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornogaatiyy

a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau ilampang

mengesankan ketelanjangan;

b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksitil;

d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung mauglak

langsung layanan seksual.

Pasal 10 yaitu;

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri ataungr&in, dalam
pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkdeldnjangan,
eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang b@mupornografi
lainnya.

Menurut penulis jika ditinjau dari hukum Islam dalarumusan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Porniogtalam
penjelasan Pasal 4 ayat 1 mengenai batasan “mehgmrabgrafi, dan
penjelasan Pasal 6 ayat 1 mengenai batasan “laramgemiliki atau
menyimpan” pornografi, justru harus ditinjau kempklrena membuat

dan/atau memiliki dan/atau menyimpan produk porafbgmtuk dirinya
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sendiri dan kepentingan sendiri adalah termasulbusgan terlarang
karena melanggar norma-norma Islam. Apakah seomamjim boleh
menyimpan benda haram, seperti narkoba atau minvnmumnan keras?
Demikian pula menyimpan pornografi jelas dilaraagilsetiap muslim.

Secara fikih, menyaksikan secara langsung aura&osssy yang
bukan haknya (pornoaksi) adalah haram, kecuali kuntyuan yang
dibolehkan oleh syara’, misalnya memberi pertolongeedis. Ini akan
berlaku juga pada para pembuat pornografi (kamarapengarah gaya,
sutradara etc’

Sementara itu sebuah benda dengan muatan porndgrakumi
sebagai benda yaitu mubah. Namun demikian, kemubahia bisa
berubah menjadi haram ketika benda (baca: sarasighp itu
dipastikan dapat menjerumuskan pada tindakan ketsaraSebab kaidah
ushul figih yang mu'tabar menyebutkaBarana yang menjerumuskan
pada tindakan keharaman adalah haran.

Karena itu, kemubahan ini juga tidak berlaku urgekyebarluasan
dan propaganda pornografi/pornoaksi yang akan riemampak serius
dimasyarakat. Seseorang yang dihadapkan pada swedia porno,
misalnya memang dipandang belum melakukan aktivitaam (karena
media sebagai benda adalah mubah). Akan tetapi, dodng itu ikut
dalam usaha membuat dan/atau menyebarluaskan rperha, maka

menurut syari'at, dia dianggap telah melakukarvéks yang haram.

12 http:/www.solusiislam.com.
13 Ibid.
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B. Analisis Sanksi Pidana Pornografi Dalam Undang-Undag No. 44

Tahun 2008

Di dalam Al-Quran dan Al-Hadits memang tidak dietukan
sanksi yang tegas yakni sanksi berupa siksa tulagh &rang yang
menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, mengirir@atau
menyimpan, menyanyikan nyanyian, mengadakan tulsgan gambar
yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Sanksi beayig-orang yang
melakukan tindak pidana pornografi hanyalah adzab Allah kelak di
akhirat. Akan tetapi dalam Al-Qur'an dan Al-Hadierdapat beberapa
diantaranya yang mengatur mengenai anjuran dangaraakan sesuatu
yang mendekati zina. Sedang zina sendiri merupd&arpak atau akibat
yang akan bisa timbul akibat adanya tindakan poafog

litihad Ulama mengenai masalah pornografi sengdpakt
mencantumkan mengenai hukum fisik (rajam, jilid/caky gishas) bagi
para pelaku tindak pidana pornografi adalah kardma&kuman
fisik/hukum pidana Islam (rajam, jilid/cambuk, gis) tidak berlaku di
Indonesia, ljtihad tersebut di atas sifatnya sebsagaber hukum Islam
yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam demi kkxhatan hidup
walaupun tanpa adanya hukum fisik tetapi kita hanesgetahui bahwa
Adzab Allah di akhirat kelak sangat pedih melebikum fisik di dunia.

Hal inilah yang harus disadari bahwa tindakan pgra® merupakan
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tindakan yang dilarang oleh agama dan hukum pdsitibnesia yakni
KUHP.*

Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasspresik
namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan dk@uian Hadits,
bukan kebebasan yang kebablasan. Islam menghaebabéisan untuk
berekspresi, namun dalam koridor syariat. Islanajogengakui bahwa
setiap manusia memiliki naluri seksual, namun meatgannya supaya
disalurkan dalam cara-cara sesuai syariat.

Menurut beberapa ahli hukum Islam mengemukakan &ahw
ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam KUHP peikesdaikan
dengan ketentuan hukum pidana Islam, diantaranyag yperlu
disesuaikan itu adalah ketentuan-ketentuan tentandak pidana
perzinaan (dalam pengertian hukum Islam) besertesgaya yang diatur
dalam Buku Kedua Bab XIV tentang “Kejahatan Terlpalasusilaan”,
Pasal 281 sampai dengan Pasal 296, Pasal 302 dankitiga Bab VI
tentang “Pelanggaran Kesusilaan”, Pasal 506, Ps&hlsampai dengan
Pasal 535, Pasal 540, Pasal 541. Di dalam tinddknpi perzinaan
(istilah penulis) diatur tindak pidana pornograéindpornoaksi, karena
kedua tindak pidana tersebut termasuk dalam kate@gobuatan yang
dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana paazit?

Pengesahan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornogeafipakan

kepanjangan tangan Hukum Islam. Artinya apa yargratig dalam

4 http:/www.hukumonline.com/detail.asp?id=9841&ckrRa
> Neng DjubaedahPornografi dan Pornoaksi (Ditinjau dari Hukum Isl3nBogor:
Kencana, 2003, him. 28-29.
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Pasal 4 sampai 12 UU Pornografi adalah hal yank inatiuk mencegah
semakin semaraknya pornografi di masyarakat; kedasangan
pornografi dalam Pasal 4-12 dapat dikatakan tingalana, karena
melihat dampaknya dapat merusak harta benda, agemanaa, keturunan
dan sebagainya. Adapun sanksinya menurut kepabti&nm Islam
seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Porfiogaamg tertuang
dalam Pasal 4-12 bahwa hukuman bagi pelaku tindidénpnya dapat
diancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan HakAtdri dengan
standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yatah sditetapkan
dalam al-Qur'an dan hadis, seperti asas keadilagalilas dan
sebagainya. Pengambilan hukum tindak pidana poafiodgin sanksinya
dalam pandangan hukum Islam di-giyas-kan dengaahk&gn berbagai
macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukunvae, a'zir, gisas
dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tdzksecara langsung
yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka biilanukumnya
melalui giyas dengan mengambil hukum-hukum dengarabdaskan
nash atau hukum yang sudah ada. Dengan demikiaasti@p hukum
dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidanaqmafi adalah hak
Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhif§a.

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur daldthNo. 44
tahun 2008 Bab VII mengenai “KETENTUAN PIDANA” Pdsa9,
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasah&4d, 35, Pasal 36, Pasal

37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasaliit, ya

16 http://detikislam.com/2008/09/24/indonesia-telae@enerapan-uu-anti-pornografi.
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Pasal 29 yaitu;
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperkanya
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimeogekspor,
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau yeckéakan
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayatdipidana
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) kddanpaling lama 12
(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling kisedp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupia) daling banyak Rp
6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 yaitu;
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi seipaga dimaksud
dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidanaapemaling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/pidana denda
paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus limhlpguta rupiah) dan
paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar ali

Pasal 31 yaitu;
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh p@fiog
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dgrdana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana deatiagpbanyak Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 yaitu;
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontom@manfaatkan,

memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaien dimaksud

7 1bid, him. 74.
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dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjaragpiima 4 (empat)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200@00,00 (dua
miliar rupiah).

Pasal 33 yaitu;
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi péghusebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidananaepgling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) taramatau pidana denda
paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar ialp dan paling
banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima rgtua rupiah).

Pasal 34 yaitu;
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas paesetlifinya menjadi
objek atau model yang mengandung muatan pornogedfagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidanamgepaling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyRg
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah.

Pasal 35 yaitu;
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebageakadtpu model yang
mengandung muatan pornografi sebagaimana dimakasiaghdPasal 9,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat tu)$ahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana dendagpsédikit Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan palibgnyak Rp

6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

18 1bid, him. 75.
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Pasal 36 yaitu;
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau oramig Ildalam
pertunjukan atau di muka umum yang menggambark&siakgangan,
eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang b@mupornografi
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidangan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ataanpiddenda paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 yaitu;
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatariattau sebagai
objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dgidangan pidana
yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud Balseh 29, Pasal
30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dah ¥&sditambah 1/3
(sepertiga) dari maksimum ancaman pidandfya.

Pasal 38 yaitu;
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkembiarkan,
menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dedaggunakan
produk atau jasa pornografi sebagaimana dimakslamd®asal 12,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat &nf@rbulan dan paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda palirdikitseRp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiadr) galing banyak Rp

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

19 1bid, him. 76.
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Pasal 39 yaitu;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasa#Pd@hl 30, Pasal

31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, FasRh8al 37, dan Pasal

38 adalah kejahatan.

(1)

(2)

®3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 40 yaitu;

Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan ol¢dwaatas nama
satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana tddibekukan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporgsalaila tindak
pidana tersebut dilakukan oleh orng-orang, baikdésarkan
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lairindbeek
dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiraupun
bersama-sama.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap sukatyporasi,
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dintbhkmda
Ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.

Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supapgurus
korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dgpda
memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurcsebig
dibawa ke sidang pengadilan.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap ka@gppanggilan

untuk menghadap dan penyerahan surat panggilarebters
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disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pesgatau di

tempat pengurus berkantor.

(7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukaorplorasi,
selain pidana penjara dan denda terhadap pengarugijgtuhkan
pula pidana denda terhadap korporasi dengan keremiaksimum
pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yamngntlikan dalam
setiap Pasal dalam Bab ffi.

Pasal 41 yaitu;

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam R@sayat (7),

korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

a. Pembekuan izin usaha;

b. Pencabutan izin usaha;

c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan

d. Pencabutan status badan hukim.

Menurut penulis, hukuman tindak pidana pornografiadh Islam
dengan hukuman tindak pidana pornografi menurut NJ 44 Tahun
2008 tentang pornografi yaitu sangat berkaitan, ebahwa sanksi
pornografi dalam Islam itu belum jelas kepastiakumian bagi tindak
pidana pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidakeliigkan secara
langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana porripgnanya saja
dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalsiam menjelaskan

bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornogi@fbisa dihukum

20 |bid, him. 77.
2 1bid, him. 78.
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dengan hukuman zina, ta’zir, gqisas dan sebagaBghkan hukumnya
diambil melalui giyas dengan mengambil hukum-hulkang sudah ada
seperti hukuman pelaku tindak pornografi yang didalam UU No. 44
Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserah kepadé Alinri
(pemrintah) tersebut.

Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentangoBiafi,
menurut penulis, termasuk dalam delik formil bukietik materiil. Oleh
karena itu, tanpa akibat apapun orang lain, namga produk pornografi
itu telah tersebar luas di masyarakat, maka jikautdi, pelakunya dapat
dikenakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nolaéin 2008
tentang Pornografi, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan

2. Paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau

3. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (eties lima puluh
juta rupiah), dan

4. Paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliaratipi

Unsur “menyebarluaskan” adalah penting dibahaswalkzgian ini.
Kata “menyebarluaskan” (pornografi) adalah kata jekeryang
mengandung “niat” dari pelaku agar pornografi tease luas di
masyarakat. Upaya dalam mewujudkan “niat” pelaku tukin
merealisasikan atau mewujudkan “niat’-nya adalalaktiselalu harus

disertai dengan adanya upaya yang mengandung tkes@ngajaan”.



